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ABSTRAK

Tindak pidana korupsi telah menjadi permasalahan serius yang mengancam
stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Salah satu kendala dalam
pemberantasan korupsi adalah belum adanya regulasi khusus yang secara
komprehensif mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan undang-undang yang mengatur
perampasan aset hasil tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi materi muatan
penting yang perlu diatur dalam undang-undang tersebut. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang
relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang ini
sangat mendesak untuk mengatasi kelemahan sistem hukum saat ini, khususnya
dalam hal pelacakan, penyitaan, dan pengelolaan aset hasil korupsi. Undang-
undang ini harus mencakup prosedur pelacakan aset yang efektif, tata cara
perampasan yang transparan, kerja sama internasional untuk pengembalian aset
lintas negara, serta pengelolaan aset secara akuntabel demi kepentingan publik.
Selain itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia harus menjadi prinsip utama
dalam pelaksanaan undang-undang ini. Dengan adanya regulasi yang jelas dan
implementasi yang konsisten, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di
Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang
signifikan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Perampasan aset, korupsi, undang-undang



ABSTRACT

Corruption has become a serious problem that threatens economic, social, and
political stability in Indonesia. One of the obstacles in eradicating corruption is the
lack of special regulations that comprehensively regulate the confiscation of assets
resulting from corruption crimes. This study aims to analyze the urgency of forming
a law that regulates the confiscation of assets resulting from corruption crimes and
identify important content materials that need to be regulated in the law. The
research method used is a normative juridical method with a legislative and
conceptual approach, using relevant primary and secondary legal materials. The
results of the study show that the formation of this law is very urgent to overcome the
weaknesses of the current legal system, especially in terms of tracking, confiscation,
and management of assets resulting from corruption. The law should include
effective asset tracking procedures, transparent expropriation procedures,
international cooperation for the return of assets across borders, and accountable
asset management in the public interest. In addition, the protection of human rights
must be the main principle in the implementation of this law. With clear regulations
and consistent implementation, it is hoped that efforts to eradicate corruption in
Indonesia can run more effectively and have a significant positive impact on society.

Keywords: Asset confiscation, corruption, law
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